BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Pengertian Kebijakan
Sebelum sampai pada pemahaman tentang implementasi kebijakan,
terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian dari kebijakan. Kebijakan
memiliki beragam pengertian. Istilah kebijakan (policy) seringkali
penggunaannya Saling dipertukarkan dengany istilah tujuan (goals), program,
keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan
rancangan-rancangan besar
Perserikatan Bangsa-bangsa sendiri memberi makna kebijakan berupa
suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman tertindak, suatu arah tindakan
tertentu suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana
tertentu. Kebijakan pada intinya adalah sebagai pedoman untuk bertindak.
Pedoman ini boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau
khusus, luas atau sempit, kabur atau Jelas, longgar atau rinci, kualitatif atau
kuantitaif, public atau privat. Sejalan dengan makna kebijakan yang
dikemukakan oleh United Nation tersebut di atas, Fredrick memberikan
pengertian kebijakan,
yaitu “........... a proposed course of person on, group, or government
within anak given environmnent providing abstacles and opportunifies
which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach
an goal or relizean objective of purpose”(.... serangkaian tindakan yang

diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan
tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-

17
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kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tertentu dalam rangka
mencapai tujuan tertentu). '

Pada pergertian lain yang dikemukakan oleh Anderson bahwa kebijakan itu
adalah “4 purposive curse of of action followed by action or set actors, in
dealing with a problem with a problem or matter of Loncern” (serangkaian
tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh
seorang gelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah
tertentu).
Pendapat terakhir yang dikemukakan oleh Easton mengemukakan secara
singkat bahwa kebijakan adalah ‘A4 policy..., consist of web of dicisions and
actions than allocate values” (suatu kebijakan terdiri atas serangkaian
keputusan-keputusan dan tindakan untuk mengalokasikan....nilai-nilai).}
Selain  definisi atau pengertian yang dikemukakan dj atas,
sesungguhnya masih banyak lagi delinisi yang lain, namun dan sekian
banyak itu tampaknya tidak terdapat adanya perbedaan pandangan secara
tajam dalam mengartikan suatu kebijakan. Dari ketiga pendapat
mengemukakan rumusan arti kebijakan, pada intinya setiap rumusan
mengandung beberapa elemen yaitu (1) adanya serangkaian tindakan; (2)
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang: (3) adanya pemecahan
masalah; dan (4) adanya tujuan tertentu. Bila keempat elemen tersebut
dipadukan maka dapat diperoleh suatu pengertian bahwa kebijakan adalah
serangkaian tindakan yang berisi keputusan-keputusan yang diikuti dan
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memecahkan suatu
masalah untuk mencapai tujuan tertentu.

Meskipun istilah itu dapat dilakukan secara umum, namun pada

kenyataannya lebih sedang dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya

' M. Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara (Jakarta : Bumi Aksara, 1992)
him 34

2 Ibid 35

? Ibid 36



19 .

dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku
negara pada umumnya, yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan negara
(public  policy). Pengertian kebijakan negara banyak ahli yang
mendefinisikannya sebagaimana halnya pada pengertian kebijakan itu
sendiri. Berikut ini hanya dapat dikemukakan beberapa diantaranya, seperti
yang dikemukakan Dye bahwa kebijakan negara sebagai “is whalever
government choose io do or not to do” (apapun yang dipilih pemerintah
~untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Lebih lanjut Dyc, mengatakan bahwa
bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya
(obyektifnya) dan kebijakan Negara itu harus meliputi semua tindakan
pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan
pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak
dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan Negara. Hal ini
disebabkan karena sesuatu yang tidak dikemukakan oleh pemerintah akan
mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang
dilakukan oleh pemerintah.*
Harold D Lasswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai
“A Projected Program Of Goals Values And Practices” (Suatu program
pencapaian tujuan nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah).’
Kebijakan Negara adalah antar hubungan diantara unit pemerintah

tertentu dengan lingkungannya. Definisi semacam ini karena terlalu luasnya

“M. Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara (Jakarta : Bumi Aksara, 1992) 38
5 M. Irfan Islamy, Materi Pokok Kebijakan Publik (Jakarta : Bumi Aksara, 1998) : 73
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dapat menyenbabkan para mahasiswa kehilangan jejak serta tetap akan tidak

mengerti apa hakekat kebijkan Negara yang sebenarnya.’

Disisi lain perencanaan implementasi dan evaluasi kebijakan atau
program. Kebijakan yang dimaksud disini adalah kebijakan public atau
kebijkan umum. Kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut
masyarakat umum. Kebijkan public ini adalah bagaian dari keputusan politik.
Keputusan politik itu sendiri adalah keputusan yang mengigat pilihan terbaik
dari berbagai bentuk alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi
kewenangan pemerintah.

Dari beberapa literature, terdapat dua penggunaan konsep kebijkan
yaitu kebijkandan kebijaksanaan. Kedua konsep ini mempunyai arti yang
sama, yaitu serangkaian konsep dan asap yang menjadi garis besar dasar
rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak
1. Pengertian kebijaksanaan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa

penetapan tindakan-tindakan dari pemerintah,

2. Bahwa kebijaksanaan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan,
tetapidilaksanakan dalam bentuk yang nyata.

3. Bahwa kebijaksanaan Negara itu, baik untuk melakukan sesuatu atai tidak
melakukan sesuatu, itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dein
tuuan tertentu.

4. Bahwa kebijaksanaan itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan

seluruh annggota masyarakat,’

® 1bid 74
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Seperti yang telah disebutkan di depan, sebuah kebijakan merupakan
produk dari sebuah keputusan. Untuk melaksanakannya dan dengan
harapan dapat tercapai tujuan dari kebijkan tersebut, maka kiranya
kebijaksanaan itu diterjemahkan dalam bentuk yang konkret. Kebijakan
yang dibuat pemerintah yang kemudian dituangkan dalam tindakan-
tindakan nyata, akan mempunyai tujuan yang diantaranya :

1. Untuk menjamiﬂkepentingan umum semaksimal mungkin.

2. Ditetapkan berdasarkan prosedur yang berlaku.

3. Didorong oleh keinginan untuk menghindari pertentangan yang
destruktif.

Dengan demikian, kebijakan yang telah diputuskan yang destruktif
kenyataannya akan selalu menuntut suatu pemahaman tentang isi dari
kebijakan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam kebijakan ditemukan Juga beberapa bentuk dari
kebijkan yang dikeluarkan, yang pada pokoknya menekankan pada
sasaran dan untuk hal apa kebijakan itu dikeluarkan. Kategorisasi
kebijakan tersebut adalah, sebagai berikut :

I. Kebijakan Regulatory yaitu kebijakan-kebijakan tentang

pengenaan pembatasan atau larangan-laranganf perbuatan atau

tindakan-tindakan perilaku bagi seseorang atau kelompok orang.

7 Mas Roro Lilik Ekowati, Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program : Suatu
Kajian teoritis dan Praktis (Surakarta ; Pustaka Cakra, 2004) hlm 5 :



2. Kebijakan self-Regulatory yaitu kebijakan tentang pembatasan-
pembatasan atau pengawasan perbuatan pada masalah-masalah
tertentu bagi sekelompok orang.

3. Kebijakan Distributive yaitu kebijakan tentang pemberian
pelayanan dan berbagai keuntungan bagi sejumlah khusus
penduduk, induvidu, kelompok, perusahaan dan masyarakat
tertentu.

4. Kebijakan Redistributive yaitu kebijakan yang sengaja dikeluarkan
pemerintah  untuk  memindahkan pengelolaan  kekayaan,
pendapatan, pemilikan atau hak milik diantara kelas-kelas dan
kelompok penduduk. Kebijakan pengentasan masyarakat miskin
merupakan salah satu contoh dari kebijakan jenis ini.

5. Kebijakan substantive adalah kebijakan-kebijakan tentang apa
yang akan atau ingin dilakukan oleh pemerintah, penekanannya
terletak pada subject matternya,

6. Kebijakan procedural adalah kebijakan-kebijakan tentang siapa
atau pthak mana saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan,
serta cara bagaimana perumusan kebijakan dilaksanakan.

7. Kebijakan material merupakan kebija§l<an tentang pengalokasian
atau penyediaan sumber-sumber materia] yang nyata atau
kekuasaan yang hakiki bagi penerimanya atau pengenaan beban

bagi yang harus mengalokasikannya,
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Kebijakan simbolik adalah kebijakan-kebijakan yang memaksa,
karena kebijakan tersebut akan memberikan keuntungan atau
kerugian yang hanya relative kecil bagi masyarakat.

Collectives Goods Policies yaitu kebijakan-kebijakan tentang
penyediaan barang-barang dan pelayanan keperluan orang banyak.
Private Goods Policies adalah kebijakan tentang penyediaan
barang-barang atau pelayanan bagi kepentingan orang tertentu atau
untuk kepentingan perseorangan yang tersedia di pasaran bebas
dan orang yang memerlukannya harus membayar dengan biaya
tertentu.

Liberal Policies adalah jenis kebijakan yang menganjurkan
pemerintah untuk mengadakan perubahan-perubahan  sosial,
terutama yang diarahkan untuk memperbesar hak-hak persamaan.
Conservative Policies adalah lawan dari kebijakan liberal, jadi
kebijakan ini menganggap bahwa yang ada sudah merupakan hal
yang cukup baik. Sehingga tidak perlu adanya perubahan sosial,
atau kalau perubahan sosial diperlukan harus diperlambat dan
berjalan alamiah.

Capalization Policies kebijékan ini terutama dikeluarkan untuk
meningkatkan kapasitas produksi, untuk kemudian didistribusikan
kepada masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan
pemberian bantuan kepada petani untuk meningkatkan industry

pertanian, pemberian  subsidi pada  perusahaan  untuk
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mengeksplorasi dan memproduksi usaha serta pemberian subsidi
pinjaman,

14. Ethical Policies bahwa kebijakan dapat diterapkan pada upaya
mewujudkan isu-isu moral yang berada dalam masyarakat, dengan
kata lain perhatian terhadap isu-isu yang berkembang untuk dapat

diwujdukan dalam kenyataan.®

B. Pengertian Implementasi Kebijakan
Implementasi dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi
hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja
bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan
yang diinginkan. Impelementasi dari sisi lain merupakan fenomena yang
kompleks, mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun
sebagai hasil Sementara itu, menurut pendapat Van Meter dan Van Hormn

Proses implementasi sehagai “those actions by public or private individuals
(or groups,) thal are directed at the achievement of objectives set forth in
prior policy decisions” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh
individu- individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan nada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan kebijaksanaan), Grindle mengemukakan Implementasi kebijakan
(policy implementation) merupakan aspek penting dan keseluruhan proses
kebijakan Implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan
mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kerja dalam prosedur-
prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu,
termasuk masalah konflik, keputusan, dan siapa yang mempeorleh apa dari
suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan
mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-
kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan
rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.’

8 Ibid 8
® Ibid 39
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Sayangnya, dalam khasanah penetahuan yang kini dikenal dengan
sebutan ilmu kebijakan publik, harus diaku bahwa hanya baru pada
dasawarsa terakhir ini saja para Imuwan sosial, khususnya para ahli ilmu
politik menaruh penilian yang besar terhadap masalah proses pelaksanaan
kebijakaﬁ atau menerimanya sebagai bagian integral dari studi proses
perumusan kebijakan.

Proses untuk melaksanakan kebijakan perlu mendapatkan pertatian
yang seksama. Karena itu, kelim apabila menganggap bahwa proses
pelaksanaan kebijakan dengan sendirinya akan berlangsung secara mulus
tanpa hambatan. Harus dipahami bahwa proses kebijakan merupakan proses
dinamis, banyak factor yang mempengarvhinya. Kebijakan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah dan memperoleh legitimusi dan lembaga
legislatif telah memungkinkan birokrasi untuk bertindak.

Pelaksanaan kebijakan dirumuskan secara pendek to implement (untuk
pelaksanadn), berarti to provide the means/or caryying out (menyediakan
sarana untuk melaksanakan sesuatu): fo give practical effect to
(menimbulkan dampak terhadap sesuatu). Kalau pandangan ini diikuti, maka
pelaksanaan kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan
keputusan kebijakén, biasanya dalam bentuk undang-undang peraturan
pemerintah, peraturan daerah, keputusan peradilan, perintah, eksekutif atau
dekrit presiden.

Dengan demikan dapat disimpulkan bahwa proses implementasi

kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan
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administrative yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan
menbimulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula
menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang
langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku dari semua pihak
- yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik
yang diharapkan (intended) maupun yang tidak diharapkan (spillover

negative activates)

C. Pengertian Pelayanan Publik
Manusia dalam kehidupannya tidak lepas dengan pelayanan. Dalam
pengorganisasian pelayanan administrasi sangat diperlukan. Menurut Moenir
Yaitu :
“Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang
lain secara langsung. Pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya
ada dua jenis, yaitu pelayanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia

dan layanan administratif yang diberikan oleh orang laon selaku anggota
organisasi, baik itu organisasi massa atau organisasi Negara” '°

Pengertian pelayanan publik secara konseptual adalah setiap kegiatan
yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan enawarkan
kepuasaan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk sccara fisik.
Kamus besar bahasa Indonesia.

“Pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Pertaman,

melayani adalah menyuguhi (orang) dengan makanan atau minuman;
menyediakan keperluan orang;mengiyakan;menerima;menggunakan.”"!

10 Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia (Jakarta : Bumi Aksara,2002) him 17
" Kamus Besar Bahasa Indonesia



Kedua publik berasal dari bahasa Inggris public sebenarnya diterima
menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang
banyak;ramai.

Mengikuti definisi tersebut diatas, pelayanan publik adalah segala
bentuk jasa pelyanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik
yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh
instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) atau Bdan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam
rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik yang professional, artinya pelayanan publik yang
dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan
(Aparatur Pemerintahan) dengan ciri-ciri sebagai berikut :

I. Efektif, lebih mengutamanakn pada pencapaian apa yang menjadi tujuan
dan sasaran

2. Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan
secara mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang

- meminta pelayanan

3 Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung akan arti adanya
kejelasan dan kepastian mengenai :
a. Prosedur/ tata cara pelayanan
b. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan

administrative
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¢. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam
memberikan pelayanan

d. Rincian biaya / tariff pelayanan dan tata cara pembayarannya

e. Jadwal waktu penyelesaian

Keterbukaan mengandung ati prosedur tata cara persyaratan, satuan kerja /

pejaba penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian

waktu / tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan
wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami
oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

Efesiensi, mengandung arti :

a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan
dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan
keterpaduan antara persyaratan  dengan produk pelayanan yang
berkaitan;

b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal
proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersya‘ratkan
adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja / instansi pemerintah
lain yang terkait.

Ketepatan waktu, criteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan

masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;

Responsive, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa

yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani;
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8. Adaptif, ccpat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan

keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa
mengalami tumbuh kembang, '?

Dalam buku Delivering Quality Services karangan Zeithaml,
Valarie A., 1990, yang membahas tentang bagaimana tanggapan dan
harapan masyarakat pelanggan terhadap pelayanan yang mereka terima,
baik yang berupa barang maupun jasa. Dalam hal inj memang yang
menjadi tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana
mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau yang
dibutuhkan oleh publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang
direencanakan dan disediakan oleh pemerintah.

Kemudian untuk tujuan tersebut diperinci sebagai berikut :

1. Menentkan pelayanan publik yang disediakan, apa saja macamnya;

2. Memperlakukan pengguna pelayanan, sebagai customers;

3. Berusaha  memuaskan pengguna  pelayanan, sesuai yang
diinginkannya;

4. Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan
berkualitas;

5. Menyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan
lain.

Selanjutnya dilakukan penilaian tentang sama tidaknya antara

harapan masyarakat dengan kenyataan, apabila tidak sama maka

12 Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia (Jakarta : Bumi Aksara,2002) him 19
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pemerintah dapat mengoreksi keadaan agar lebih teliti untuk

peningkatan kualitas pelayanan publik. '

D. Konsep Tentang Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Gaspersz bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu
memenuhi keinginan atau kebutuhan pengguna (Meeting The Needs Of
Customers). Kualitas juga dapat diartikan sebagai kesesuaian dengan
persyaratan, kesesuain dengan pihak pemakai atau bebas dari kerusakan atau
cacat,'* Pengertian pelayanan lebih mendalam dikemukakan oleh Kotler
sebagai berikut :

“A service is any act or performance that one party can offer to another
that is essentially intangible and does not result in the ownership of
anyrhing. It’s production may or may not be tied to physical product”"

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa, pelayanan.adalah setiap

tindakan (perbuatan) yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak
lain, yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud, dan tidak menghasilkan
kepemilikan sesuatu. Jadi, pelayanan adalah setiap tindakan atau perbuatan
yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang bersifat
tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produk

pelayanan bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak.

13 Zeithaml, Valarie A, Delivering Quality Services (New York : Hill Companies Inc, 1990)

" Vincent Gaspersz, Statistical Process Control (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997) him 9
5 Kotler, Marketing Management : Analisis, Planning, Imlplemeniaiion and control (New Jersey :
Prentice Hall Inc, 1997) hlm 467
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Kualitas sangat penting bagi sebuah produk, baik berupa produk
barang maupun jasa. Hal-hal yang sangat penting bagi produsen berkaitan
dengan produk adalah ; kualitas, biaya dan produktivitas. Sedang bagi
pengguna adalah kualitas, harga dan pelayanan puma jual. Dengan demikian
kualitas adalah satu-satunya hal yang paling penting bagi kedua belah pihak.
Dalam banyak kasusu, konsep kualitas berbeda antara pebrikan/produsen
dari pengguna. Bagi pengguna kualitas berarti kenyamanan dalam
penggunaan, sementara bagi pebrikan, kualitas berarti sifat-sifat kuantitatif
yang menjaid tujuan (sifatjsifat khas lain) misalnya kemumian, viskositas,
warna dan benda asing. Beberapa sifat-sifat khas lainnya bukan merupakan

kualitas yang diminta pengguna.

E. Kriteria Kualitas Pelayanan Publik

Untuk dapat menilai sejauh mana mutu layanan public yang diberikan
oleh aparatur pemerintah, perlu ada criteria yang menunjukkan apakah suatu
pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk. Zethaml]
mengemukakan tolak ukur kualitas pelayanan public dapat dilihat dari sepuluh

dimensi, antara lain meliputi :
I. Tangiable, terdiri atas fasilias fisik seperti disediakan ruang tunggu,
peralatan seperti disediakan computer dan peralatan adiminstrasi juga

ATK (Alat Tulis Kantor), personil dan komunikasi

2. Reliable, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan

layanan yang dijanjikan dengan tepat.
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3. Responsieveness, kemauan untuk membantu pengguna bertanggung jawab

terhadap mutu terhadap mutu layanan yang diberikan.

4. Competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan ketrampilan

yang baik oleh aparatur dalam memberikan layanan

5. Courtesy, sikap atau perilaku ramah tamah, bersahabat, tanggap terhadap

keinginan pengguna, serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi

6. Crédibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan -

masyarakat

7. Security, jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari berbagai

bahaya dan resiko
8. Access, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan

9. Communication, kemauan pemberi layanan untuk mendengarkan suara,
keinginan atau aspirasi pengguna, sekaligus kesediaan untuk selalu

menyampaikan informasi baru kepada masyarakat

10. Understanding the customer, melakukan segala usaha untuk mengetahui

kebutuhan pengguna. '

Lembaga administrasi Negara membuat beberapa kriteria pelayanan
publik yang baik antara lain meliputi; kesederhanaan, kejelasan dan

kepastian, kemauan, keterbukaan, efesiensi, ekonomis, dan keadilan yang

' Joko Widodo, Good Governance, Telaah dari dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada
Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Surabaya : Insan Cendekia, 2001) hlm 276
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merata ketepatan waktu, serta kriteria kuantitatif Hatry lebih merinci
mengenai prosedur untuk mengukur kualitas pelayanan walaupun diakui
bahwa untuk melakukan pengukuran kualitas pelayanan banyak
dohadapkan keapda banyak masalah dan hambatan, terutama berkaitan
dengan keyakinan bahwa kualitas pelayanan tidak dapat diukur secara .
tepat dan reliable. Keyakinan ini tentu saja benar bahwa tidak semua aspek
dari kualitas pelayanan dapat diukur secara lengkap untuk setiap program
sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Hatry “That Not All Aspects Of
Sevice Quality Can Be Measured Perfectly For Any Programme,”
namun demikian terdapat teknik untuk melakukan pengukuran kualitas

dari setiap aspek program pelayanan pemerintah.'’

Kualitas jasa adalah permulaan dari kepuasaan pengguna dimana
penilaian kepuasan pengguna -dimulai pada saat sebelum melakukan
pembelian, saat melakukan pembelian dan sesudah melakukan pembelian
persepst pengguna terhadap kualitas Jasa dapat diukur dan dievaluasi

dengan mengadakan penelitian melalui dimensi-dimensi kualitas jasa.

Menurut Lovelock menjelaskan kualitas pelayanan menajdi 5

dimensi, yaitu :

“Servequal had only five distinct dimensions;tangbles : appearance
of physical facilities, equipment, personal, and communication materials;

realibility ; ability to perform the promised service dependably, and

" 1bid 277
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accurately; responsiveness : willingness to help customers and provide
prampt service, Assurance ; knowledge and courtesy of employess and
their ability to convey trust and convedence - Emphaty : charing

individualized attention the firm provides it’s customers”'®

1. Dimensi Tangibles (Bukti Langsung)

Tangibles berarti bukti fisik yang meliputi penampilan fasilitas fisik
(appearance of physical facilities), peralatan, staf, dan material-material yang
dimiliki oleh organisasi dalam menarik yang membutuhkan pelayanan jasa
tersebut. Keberadaan tangibles yang baik dalam suatu organisasi sangat
diperlukan untuk menarik agar bersedia datang ke tempat tersebut. Pada .
pelayanan public btlkti fisik meliputi tempat parker yang tersedia *“ penataan
interior ruang pelayanan, kebersihan ruang pelayanan, kenyamanan ruang
pelayanan, kesediaan saluran telepon untuk komunikasi, kerapian penampilan

karyawan. Ketersediaan informasi mengenai layanan tertentu (brosur,

formulir, bulpoin, dlI)

2. Dimensi Reliability (Kehandalan)
Reliability atau kehandalan berarti kemampuan perusahaan atau badan
usaha memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan (providing

service as promised), akurat (accurately, dapat dipercaya dan konsisten

8 Lovelock, Priciple of service marketing and management , (Pearson education Inc,2005) 98
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Hal ini berarti, menuntut personil perusahaan bekerja secara tepat
dalam memberikan layanan kepada public sesuai dengan waktu yang
dijanjikan dan ketepatan jam buka atau ketepatan jam tutup. Pada pelayanan
publik kemampuan perusahaan meliputi kemampuan staf untuk memberikan
layanan yang sesuai dengan waktu yang dijanjikan dan akurat, kammpuan staf
dalam memecahkan masalah masyarakat, kemampuan staf dalam memberikan
saran yang tepat sehingga dapat membantu masyarakat menyelesaikan
masalah, kemampuan staf dalam mengatasi kesalahan-kesalahan yang timbul
selama proses penyampaian jasa, kemampuan staf untuk memberikan

informasi yang diperlukan masyarakat secara akurat.'®

3. Dimensi Responsiveness ( Daya Tanggap)

Responsive atau daya tanggap berarti tanggap terhadap kebutuhan
masyarakat dan cepat (prompt) dalam memberikan pelayanan. Hal ini berarti,
menuntut personil perusahaan untuk bekerja dengan cepat dan tangkas atau
dengan senang hati membantu masyarakat dalam menentukan pilihan layanan.
Pada pelayanan public daya tanggap meliputi kesedian staf untuk memberikan
jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan cepat, kesedian staf untuk
membantu masyarakat, kesiapan staf menjawab setiap masalah dengaﬁ tepat,
kesanggupan staf untuk menanggapi setiap permintaan masyarakat dengan

cepat.

% Ibid 99
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4. Dimensi Assurance (Kepastian)

Assuransi  berarti jaminan dan pemberian rasa aman kepada
masyarakat yang memerlukan dukungan pengetahuan (knowledge) yang
memadai, kesopanan (courtesy), sikap professional, serta percaya diri.
Masyarakat yang ragu-ragu perlu diyakinkan. Hal ini berarti, menuntut setiap
perusahaan untuk mendidik karyawan yang dipekerjakan agar memilki
ketrampilan, baik teknis maupun kecakapan dan pengetahuan yang memadai
serta sopan dalam memberikan pelayanan.

- Masyarakat relative pcka dengan kesopanan karyawan, maksudanya
apabila karyawan tidak atau kurang sopan dalam memberikan pelayanan,
maka masyarakat akan beralih ke perusahaan pesaing. Pada layanan public
kepastian meliputi pengetahuan staf dalam menangani kebutuhan masyarakat.
Keramahan dan kesopanan staf dalam melayani masyarakat, sifat dapat

dipercaya yang dimiliki staf, 2’

5. Dimensi Emphaty (Empati)

Empati berarti kepadulian dan perhatian karyawan atau pemilik usaha
kepada semua masyarakat, meliputi kemudahan melakukan hubungan atau
komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahamif kebutuhan para
masyarakat. Ini berarti, setiap karyawan perusahaan harus dapat memanjakan
pengguna, memperhatikan pengguna, dan menjadikan pengguna sebagai raja

yang harus dilayani dengan baik dan menjadikan masyarakat sebagai asset

2 Ibid 100
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kekayaan perusahaan yang harus dipelihara dan ditingkatkan kepuasannya.
Pada pelayanan publik empati meliputi kemudahan staf untuk dihubungi dan
ditemui masyarakkat, upaya staf memberikan penjelasan kepada masyarakat
dengan bahasa yang mudah dimengerti kepada masyarakat, upaya staf untuk

memahami kebutuhan masyarakat.

. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : Kep /25/M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan
Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintahan dewasa ini masih banyak
dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang
diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai
keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa sehingga dapat
menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Menging%nt
fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintahperlu
terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu upaya untuk
meningkatkan kulaitas pelayanan public seabagaimana diamanatkan undang-
undang republic Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang program
pembangunan nasional (PROPENAS) perlu disusun indeks kepuasan
masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Disamping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi
bahan penilaian terhadap unsure pelayanan yang masih perlu perbaikan dan
menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan

kualitas pelayanannya.
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Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan
karakteristik yang berbeda maka untuk memudahkan penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan diperlukan pedoman umum yang
digunakan sebagai acuan bagi instansi, pemerintah pusat, pemerintah provinsi
dan kabupaten/kota untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan di
lingkungan instansi masing-masing,.

Oleh karena itu, penetapan unsur penelitian telah didahului dengan
penelitian yang dilaksanakan atas kerjé sama kementerian PAN dengan BPS.
Dari hasil penelitian diperleh 48 unsur penting yang mencakup berbagai sector
layanan yang sangat bervariasi dan dari hasil pengujian akademis/ilmiah
diperoleh 14 unsur yang dapat diberlakukan untuk semua jenis pelayanan,
untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan. Namun
demikian, masing-masing unit pelayann dimungkinkan untuk menambah
unsure yang dianggap relevan dengan karakteristiknya. Pedoman penyusunan
indeks kepuasan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja
unti pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan
dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public selanjutnya.

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan yaitu 14
unsur yang relevan dan reliebel, sebagai ﬁnsut minimal yang harus ada untuk
dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
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Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administrative yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan jenis

pelayanannya.

Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas
yang memberikan pelayanan (nama jabatan serta kewenangan dan

tanggung jawabnya)

Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu" ketangguhan petugas dalam
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai

ketentuan yang berlaku

. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang  dan
tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian

pelayanan.

- Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan
yang dimiliki pefﬁgas dalam memberikan menyelesaikan pelayanan

kepada masyarakat.

Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan

dalam waktu yang telah ditehtukan oleh unit penyelenggara pelayanan

Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan

tidak membedakan golongarn/status masyarakat yang dilayani.
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9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah

serta saling menghargai dan menghormati.

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauanmasyarakat terhadap

besarnya biaya yan g ditetapkan oleh unit pelayanan

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan

dengan biaya yang ditetapkan.

12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuaj

dengan ketentuan yang telah ditetapkan

13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasana pelayanan yang
bersih, rapid an teratur sehinga dapat memberikan rasa nyaman kepada

penerima pelayanan.

Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan
unit penyelenggara pelayanan ataupun jasa sarana yang digunakan,
sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan

terhadap resiko-res}iko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

G. Alur Pikir
Perilaku masyarakat khususnya dalam upaya meclaporkan dan
mendaftarkan beberapa peristiwa penting keluarganya untuk memperoleh akta

catatan sipil melalui identilikasi karakteristik secara empirik dilingkungannya
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sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal. Sikap seseorang
merupakan perpaduan antara masa lampaunya dengan keadaan lingkungannya
masa kini. Pengalaman masa lampau selalu mempunyai pengaruh terhadap
sikap seseorang kebutuhan, keinginan dan kepuasan seseorang merupakan
daya dorong yang mendasari pembentukan perubahan sikap dan
mempengaruhi perilaku seseorang.?'

Perilaku masyarakat terhadap proses perolehan pelayanan akta catatan
sipil terhadap beberapa peristiwa penting dalam keluargahya masth berbeda-
beda, untuk itu perlu ditumbuhkan motivasi melalui penyluhan yang baik
sehingga masyarakat mampu mengimplementasikannya dengan suatu tindakan
untuk membiasakan melaporkan dan mendaftarkan beberapa peristiwa penting
dalam keluarganya dalam mencari kapasitas kedudukan hukum anggota
keluarganya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan
prosedur yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan dimaksud tidak hanya masyarakat saja yang
harus aktif akan tetapi juga aparat pemerintah yang harus mampu memberikan
pengarahan, pengertian maupun pelayanan dengan baik terhadap masyarakat
yang mengalami beberapa peristiwa penting dalam kehidupan keluarganya
yang melneriukaxl akta catatan sipil, sehingga masyarakat.

a. Mempunyai pengertian terhadap pentingnya memiliki akta catatan sipil.

2gp Sparley Participant Observation, (Halt Rinehart and Winston : New York) 1980, 633
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b. Dan bertindak membiasakan warganya melapor dan mendaftarkan
beberapa peristiwa penting dalam keluarganya pada lembaga catatan sipil
untuk memperoleh pelayanan akta catatan sipil.

c. Dapat terlayani kebutuhan tersebut dengan baik.

Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh aparat pemerintah
berkaitan dengan masalah akta catatan sipil antara lain

1. Memberi penyulusan kepada masyarakat yang berkaitan dengan
pentingnya memiliki akta catatan sipil.

2. Mengeluarkan instruksi/ajakan/perintah wajib memiliki akta catatan
sipil

3. Mengadakan evaluasi terhadap kebutuhan, keinginan, kepuasan dan
kendala masyarakat dalam upaya mendapatkan akta catatan sipil.

4. Memberikan pelayanan Jemput bola kepada masyarakat yang
memerlukan akta catatan sipil dengan sebaik-baiknya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Memberikan pelimpahan wewenang kepada aparat pemerintah terkait
di samping tugas pokoknya untuk melakukan kegiatan penyuluhan,
pengurusan persyaratan permohonan akta catatan sipil di luar Dinas
Kependudukan Catatan Sipil serta diberikan incentive sebagai
imbalan (reward) jasa pungut atas hasil kerja yang dilakukan.

Oleh karena itu agar tercapai tujuan pembangunan di bidang
pendudukan dan catatan sipil, maka perlu adanya pendekatan dari

dua sisi yaitu masyarakat pengguna pelayanan publik dan sisi yang
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lain adalah pemerintah yang berhak dan berwewenang menerbitkan
akta catalan sipil yang merupakan manisvestasi dan perbuatan
administrasi negara.

Reformasi administrasi dimaksud membawa dampak yang
menguntungkan. Di satu  sisi  akan tercipta  administrasi
kependudukan dan catatan sipil dan pada sisi lain, dengan
meningkatnya pelayanan akan berakihat timbulnya kepuasan
masyarakat karena mendapatkan pelayanan prima yang sudéh lama
dinanti-nantikan dan meningkatkan pemasukan sumber Pendapatan
Asli Daerah dan pelayanan akta catatan sipil. Tentu saja diperlukan
dukungan yang memadai dari sumber daya manusia yaitu aparat
pemerintah sebagai pelaksana pelayanan, dukungan dana yang 'cukup
dan peralatan yang memadai. Hal ini sejalan dengan pendapat Islamy
bahwa organisasi publik yang mempunyai misi pelayanan publik,
harus difasilitasi dengan personil, peralatan dan penganggaran yang
cuktip dan handal. Apabila ketiga faktor tersebut tidak terfasilitasi
maka suatu organisasi publik tidak akan responsif terhadap aspirasi
dari kepentingan publik serta lamban dalam mengadaptasi perubahan
yang ada di lingkungannya.?

Keberhasilan pelayanan akta catatan sipil sangat berhubungan
dengan persepsi pelayanan akta catatan sipil sebagai kelompok

Sasaran mengenai untung ruginya. Kalau mereka berperilaku

- 2 M. Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara (Jakarta : Bumi Aksara)
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mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menciptakan ketertiban administrasi kependudukan dan cataan sipil
serta kesejahteraan masyarakat sehingga dalam penelitian ini peneliti
sekaligus mengadakan kajian proses implementasi akta catatan sipil.
Apakah pengguna pelayanan akta catatan sipil memiliki persepsi
terhadap kebijakan sehingga dapat membentuk perubahan sikap dan
pola perilaku yang sejalan dengan kebijakannya. Dan apakah
implementasi juga berjalan dengan konsisten sesuai dengan isi dén
kebijakan yang diharapkannya yaitu mampu memberikan dampak
positif bagi kepentingan aparat pelayanan pemerintah  dan
masyarakat pengguna jasa pelayanan akta catatan sipil serta
konsekuensi perubahan sosial dalam tata cara dan prosedur yang
telah ditetapkan. Secara konkrit kerangka pikir tersebut dapat

diilustrasikan ke dalam tabulasi sebagai berikut :
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Gambar 1. Skema Alur Pikir
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H. Akta Catatan Sipil
1. Pengertian Akta Catatan Sipil
Istilah “akta yang dalam bahasa Belanda disebut ‘akte’ dan yang
dalam bahasa Ingris disebut “act daed” (menurut pendapat umum)
mempunyai dua arti, yaitu:
1. Perbuatan (handeling), perbuatan hukum (reshishandeling) itulah
pengertian yang luas, dan. i
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai digunakan sebagai bukti
perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada
pembuktian sesuatu.
Menurut S.J. Fockénia Andreae, kata akta itu berasal dari bahasa
latin “acta” yang berarti “gescrhifi” atau surat sedangkan menurut R.
Subkti dan Tjitrosoedibio, bahwa kata “acta” merupakan bentuk amak
dari kata “actum” yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-
perbuatan. Sedangkan A. Pirlo mengartikan akta itu sebagai berikut:
“Akta adalah surat yang ditandangani, dibuat untuk dipakai sebagai
bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat
itu diperbuat”.?
Di samping pengertian akta scbagai surat yang sengaja dibuat

untuk dipakai sebagai alat bukti, dalam peraturan undang-undang

sering kita jumpai perkataan akta yang maksudnya sama sekali

 R. Subkti dan Tjitrosoedibio, Pokok-pokok Hikum Perdata, 1980 him 9
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bukanlah “surat”, melainkan perbuatan. Hal seperti ini kita jumpai
misalnya pada pasal-pasal 108 KUH Perdata yang berbunyi:

Seorang istri, biar ia kawin di luar persatuan harga kekayaan, atau
telah berpisah dalam hal ity sekalipun. Namun tak bolehlah ia
menghibahkan barang sesuatu atau memindahtangankannya. atau
memperolehnya, baik dengan cuma-cuma maupun atas beban
melainkan dengan bantuan- bantuan dalam akta atau dengan izin
tertulis dari suaminya”..

Seorang istri biar ia telah dikuasakan oleh suaminya untuk
membuat suatu akta atau untuk mnengangkat sesuatu perjanjian
sekalipun, namun tidaklah ia karena itu bherhak, menerima sesuatu
pembayaran, atau memberi pelunasan, tanpa izin yang tegas dan
suaminya. Apabila diperhatikan dengan teliti dan seksama, maka
penggunaan kata “akta dalam ketentuan undang-undang di atas adalah
tidak tepat kalau diartikan dengan surat yang diperuntukkan sebagai
alat bukti.

Menurut R, Subekil dalam bukunya pokok-pokok lukum Perdata
kata akta dalam pasal 108 KUH Perdata tersebut di atas, bukanlah
berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum,
berasal dari kata “actum” yang dalam bahasa Perancis berarti
perbuatan.?*

Demikian pula misalnya dalam pasal 1069 KUH Perdata (pasal
1115 BW Nederland) dari pasal 1415 KUH Perdata (pasal 1451 BW

Nederland) kata akta dalam pasal-pasal ini bukan berarti surat,

melainkan perbuatan hukum.,

* Ibid 29
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Sehubungan dengan adanya dualisme pengertian akta ini dalam
peraturan perundang-undangan kini, maka yang penulis maksudkan
dengan akta dalam pembahasan ini adalah akta dalam arti surat yang
sengaja dibuat dan diperuntukkan sebagai alat bukti.

Bertitik tolak dari definisi tersebut dj atas, jelaslah bahwa
tidaklah semua surat dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat
tertentu yang memenuhi syarat-syarat terteniu pula harus dapat
disebut akta. Adapun Syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu
surat disebut akta adalah;

1) Surat itu harus ditandatangani.
2) Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar dari sesuatu
hak atau perikatan.

3) Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.

2. Kegunaan Akta Catatan Sipil

Adapun kegunaan daripada akta catatan sipil sudah barang tentu
bagi pihak yang berkepentingan itu sendiri, yaitu orang yang
berkedudukan keperdataannya ditentukan dalam akta ity sendiri, yakni
kepastian kedudukan hukum sescorang.  Scbagai contoh dapat
dikemukakan Akta Kelahiran A dapat membuktikan bahwa A telah
mencapai umur tertentu yang diperlukan oleh UU agar ia dapat melakukan
suatu perbuatan hukum tertentu, misalnya perkawinan. Selain itu dengan

Akta Kelahiran si A tersebut dapat membuktikan dirinya bahwa ia adalah
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ahli waris yang sah dari seorang pewaris. Kemungkinan seperti ini bisa
diperoleh sebab suatu Akta Kelahiran akan mencantumkan dengan jelas
lentang hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran ditegaskan pula nama oran
tua yang meleahirkan juga hubungan orang tuanya apakah sebagai suami
1stri yang sah/tidak.

Dengan suatu akta perkawinan seseorang dapat menunjukkan
dirinya bahwa ia dengan orang tertentu yang tersebut dalam akta itu terikat
sebagai suami istri yang sah. Seorang janda, dalam menagih pensiun
suaminya, dapat menunjukkan akta perkawinan untuk membuktikan
dirinya bahwa ia memang benar istri/janda dan seorang suamii yang telah
meninggal dunia.

Demikian pula dengan suatu akta perceraian seorang laki-laki atau
perempuan yang telah telah pernah bercerai dapat membuktikan dirinya
bahwa ia sudah tidak terikat lagi dengan suami atau istrinya. Sehingga.
apabila ia akan melakukan perkawinan lagi, maka akta perceraian itu dapat
dijadikan bukti bahwa perkawinan terdahulu telah putus. Baginya hal itu
berarti bahwa sudah tidak ada halangan lagi untuk melakukan perkawinan
dengan laki-laki/perempuan lainnya. Selain bagi pihak yang bersangkutan,
akta catatan sipil dapat pula memberi kegunaan kepada pihak keti ga yaitu,
dalam hubuligan ini, para ahli waris dari orang yang bersangkutan
tersebut.

Ketentuan tentang itu dapat diketahui dan pasal 1870 KUH

Perdata, dimana ditetapkan bahwa suatu akta autentik memberikan
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diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya, atau orang-orang
yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang

apa yang dimuat di dalamnya.

Pelayanan Akta Catatan Sipil
Dari berbagai pelayanan yang telah dilaksanakan ternyata yang
paling banyak dan rutin diselenggarakan Kantor Catatan Sipil Kota
Palembang adalah pelayanan akta kelahiran dan akta perkawinan.
Mayoritas diatas 90% masyarakat yang datag berurusan ke Kantor Catatan
Sipil mohon pembuatan akta kelahiran dan akta perkawinan. Karena itulah
kajian ini diberikan lebih cermat pada dua jeniss pelayanan sebagai
berikut:
a. Pelayanan Akta Kelahiran
Secara umum di Catatan Sipil yang diberlakukan ada tiga
macam syarat akta kelahiran yaitu:
1. Akta Kelahiran Umum (pelaporan 60 hari setelah kelahiran)
1.1. Mengisi formulir dari Kantor Catatan Sipil
1.2, Surat Keterangan Dokter atau Bidan yang menolong
1.3. Surat Keterangan Kelahiran dan Kepala Desa Lurah
1.4, Foto Copy Perkawinan dan orang tuanya
1.5 Foto Copy KTP kedua orang tuanya dan Foto Copy KTP 2
orang saksi

1.6  Foto copy Kartu Keluarga orang tuanya
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1.7 | Dokumen Imigrasi bagi WNI keturunan WNA

2. Akta Kelahiran Istimewa (baik pribumi yang melaporkan lewat 60
hari kerja dari kelahiran umum terhitung Januari 1986
2.1 Sama dengan kelahiran umum butir 1 sampai 5
2.2 Mengisi formulir pernyataan orang tua
2.3 Foto copy Kartu Keluarga
2.4 Foto copy ljasah terakhir

3. Akta Kelahiran Dispensasi (bagi pribumi dengan kelahiran

“sebelum Januari 1986)
3.1 Sama dengan kelahiran umum butir | sampai 5
3.2 Mengisi formulir pernyataan orang tua
3.3 Foto copy Kartu Keluarga
3.4 Foto copy ljasah terakhir
b. Ketentuan Khusus

1. Bagi Penduduk Pribumi yang kawin sebelum 1 Oktoher 1974 bisa
melampirkan surat keterangan kawin dari Kepala Desa atau Lurah
disahkan Camat setempat.

2. Bagi WNI keturunan yang pelaporan lewat 60 hari dan kelahiran
harus melengkapi keputusan pengadilan setempat. |

3. Bagi WNI keturunan harus melampirkan foto copy SBKRI
disahkan Pengadilan Negeri setempat dan foto copy ganti nama

(bila sudah ganti nama).
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4. Bagi WNA pelapor lewat 3 hari dari kelahiran harus dilengkapi

keputusan Pengadilan Negeri Setempat.

4. Pelayanan Akta Perkawinan

Sejalan dengan Undang-undang No. tahun 1974 yang banyak

memanfaatkan Pencatatan Sipil dalam pembuatan akta perkawinan. Umat

non muslim karena secara khusus untuk Agama Islam sudah memiliki

perkawinan belum memiliki secara khusus, sehingga Kantor catatan Sipil

merupakan merupakan alternatif yang cukup naik untuk pengesahan dan

pembuatan akta perkawinan. Syarat-syarat akta perkawinan.

l.

2.

Mengajukan permohonan mengisi formulir Catatan Sipil

Surat Kawin dari Gereja, Wihara dan Kawin Adat

Foto Copy Kutipan kelahiran kedua mempelai yang lahir tahun 1970
keatas surat keterangan dari lurah/kepala desa yang disahkan Carnat
yang lahir sebelum tahun 1970.

Surat ijin dari orang tua/bagi yang belum mencapai umur 21 tahun,
Bagi calon mempelai pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan
mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun perlu adanya
dispensi dari Pengadilan Negeri pejabat yang cfitunjuk sesuai dengan
ketentuan UU No. [ tahun 1974,

Surat keterangan belurn pernah Akawin dan Kepala Desa/Lurah

setempat.
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7. Foto Copy kutipan akta kematian perceraian jika yang bersangkutan
sudah pernah kawin.

8. Untuk perkawinan yang kedua atau seterusnya dilengkapi dengan
penetapan pengadilan negeri setempat tentang ijin perkawinan.

9. Dua orang saksi yang sudah berusia 21 tahun keatas.

10. Foto copy KK, KTP bagi mempelai dan foto copy KTP kedua orang
saksi.

11. Pas foto berdampinan 4 x 6 sebanvak 6 lembar.

12, Ijin komandan bagi anggota TNI

Dan ketentuan khusus untuk WNI turunan dan WNA
ketentuan khusus di kantor catalan sipil.
a. Kedua orang saksi harus datang ke Kantor Catatan Sipil dan
mempelai berdua untuk menandatangani berkas-berkas aktanya.

b. Surat Ketangan Camat Kepala Desa / Lurah harus disahkan

Camat.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Pembuatan kebijakan bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah dan
sederhana. Setiap administrator dituntut mémiliki kemampuan, keahlian,
tanggungjawab, dan kemauan sehingga ia dapat membuat kebijakan dengan

segala resikonya, baik yang diharapkan maupu yang tidak diharapkan.
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Berikut ini akan dijelaskana pendapat Nigro mengenai faktor-faktor
yang mempenagruhi pembuatan kebijakan serta beberapa kesalahan umum
dalam pembuatan kebijakan.

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan itu
adalah sebagai berikut:

a. Adanya pengaruh dalam tekanan dari luar.
Seringkali administrator harus membuat kebijakan karena adanya tekanan-
tekanan dari luar. Walaupun ada pendekatan pembuatan keputusan dengan
nama “Rational Comprehensive” yang berarti administrator sebagai
pembuat kebijakan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang
akan dipilih berdasarkan penilaian “Rasional” semata, tetapi proses dan
prosedur pembuatan kebijakan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata,
schingga adanya tekanan-tekanan dari luar itu ikut berpengaruh terhadap
proses pembuatan keputusannya.

b. Adanya Pengaruh Kebiasaan Lama (Konservatisme)
Kebiasaan lama organisasi seperti kebiasaan investasi modal, sumber-
sumber dan waktu sekali dipergunakan untuk membiayai program-
program tertentu, cenderung akan selalu diikuti kebiasaan itu oleh para
administrator, kendatipun misaln)ila keputusan-keputusan yang berkenaan
dengan itu telah dikritik sebagai salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama
itu akan terus diikuti lebih-lebih kalau suatu kebijakan yang telah ada
dipandang memuaskan. Kebiasaan-kebiasaan lama tersebut seingkali

diwarisi oleh para administrator yang baru dan mereka sering secara
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terang-terangan mengkritik atau menyalahkan kebiasaan-kebiasaan lama
yang telah berlaku atau menyalahkan kebiasaan-kebiasaan lama yang telah
berlaku atau dijalankan oleh para  pendahulunya. Apalagi para
administratornya baru itu ingin segera menduduki Jabatan karirnya.
Adanya Pengaruh Sifat-sifat Pribadi

Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak
dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Seperti misalnya dalam proses
penerimaan pegawai baru, seringkali faktor sifat-sifat pribadi pembuat
keputusan berperan besar sekali.

Adanya Pengaruh dari Kelompok Lain

Lingkungan sosial dan para pembuat kcbijkan juga berpengaruh terhadap
pembuatan keputusan. Seperti contoh mengenai masalah pertikaian kerja,
pihak-pihak yang bertikai kurang menaruh respek pada upaya
penyelesaian oleh orang dalam, teteapi keputusan—keputﬁtsan yang diambil
oleh pihak-phak yang dianggap dari luar dapat memuaskan mereka.
Seringkli ~ juga  pembuatan keputusan dilakukan dengan
mempertimbangkan pngalaman-pengalaman  dari orang lain yang
sebelumnya berada di lar bidang pemerintahan.

Adanya pengaruh keadaén masa lalu

Pengalaman latihan dan pengalaman  pekerjaan yang terdahulu
berpengaruh pada pembuatan kebijakan. Seperti misalnya orang sering

membuat keputusan untuk tidak melimpahkan sebagian wewenang dan
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tanggungjawabnya kepada orang lain karena khawatir kalau wewenang

dan tanggungjawab yang dilimpahkan itu disalahgunakan.

Disamping adanya faktor-faktor tersebut di atas, Gerald E. Caiden

menyebut adanya beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya membuat

kebijakan, yaitu : sulitnya memperoleh informasi yang cukup, bukti-bukti

sulit dikumpulkan; adanya berbagai macam kepentingan yang berbeda

mempengaruhi pilihan tindakan yang berbeda-beda pula; dampak

kebijakan sulit dikenali; umpan balik keputusan sporadic; proses

perumusan kebijakan tidak dimengerti dengan benar dan sebagainya.

Selain itu, James E. Anderson melihat adanya beberapa macam nilai yang

melandasi tingkah laku pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan,

yaitu : |

1. Nilai-nilai Politis (Political Values), Keputusan-keputusan dibuat atas
dasar kepentingan politik  dari partai politik atau kelompok
kepentingan tertentu

2. Nilai-nilai Organisasi (Organization Values), Keputusan-keputusan
dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa
(Rewards) dan sanksi (Sanctions) yang dapat mempengaruhi anggota
organisasi ﬁntuk menerima dan melaksanakannya

3. Nilai-nilai Pribadi (Personal Values), Seringkali pula keputusan dibuat
atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat
keputusan untuk mempertahankan status quo, reputasi, kekayaan dan

sebagainya
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4. Nilai-nilai kebijakan (policy values), keputusan dibuat atas dasar

persepsi pembuat kebijaka tentang kepentingan public atau pembuatan

kebijakan yang secara moral dapat dipertanggung jawabkan

5. Nilai-nilai Ideology (Ideology Values), Nilai ideology seperti misalnya

nasionalisme dapat menjadi landasan pembuat kebijakan seperti

misalnya kebijakan dalam dan luar negeri

Kesalahan-kesalahan umum sering terjadi dalam proses

pembuatan keputusan, Nigro menyebutkan adanya 7 macam

kesalahan-kesalahan umum itu, yaitu :

1.

2.

Cara berpikir yang sempit (Cognitive Nearsightedness)

Adanya asumsi bahwa masa depan akan mengulangi masa lalu

“(Assumption That Future Will Repeat Past)

Terlampau menyederhanakan seseuatu (Over Simplification)
Terlampau  menggantungkan pada pengalaman satu orang
(Overreliance On One’s Own Experience)

Keputusan-keputusan yang dilandasi oleh prakonsepsi pembuat
keputusan (Preconceived Nations)

Tidak  adanya  keinginan  untuk melakukan  percobaan

| (Unwillingness To Experiment)

Keengganan untuk membuat keputusan (Reluctance To Decide)
Sedangkan Edward III menyebutkan ada 4 faktor yang

mempengaruhi implementasi kebijkan yaitu :
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1. Communication tranmition clarify and consistency (terjadi proses
komunikasi yang disampaikan dengan jelas dan konsisten)

2. Resources  staff, information, authority, facilities (terdapat
sumberrdaya yang didukung oleh staf, informasi, kewenangan
maupun fasilitas yang memadai)

3. Disposition; incentives, staffing (terdapat petunjuk yang jelas
mengenai pemberian insentif dan dukungan staf)

4. Bureaucratic structure; standard operating produces, fragmentation
(terdapat system birokrasi yang memiliki prosedur standar kerja
yang memadai)

Factor-faktor tersebut diatas, dinyatakan dalam model

gambar sebagaimana berikut:

Gambar 1]
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Communication
A
Resources A4
Implementati
I ‘
' . ., .
Bureaucratic Disposition
structure

Sumber : Edward III

Keempat  factor tersebut mempengaruhi  implementasi
kebijakan. Masing-masing factor saling mempengaruhi factor yang

lain bebas terjadi interaksi antar factor yang pada akhirnya
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berpengaruh terhadap factor yang lain dan implementasi kebijakan

secara keseluruhan

Terjadinya interaksi antar keempat factor tersebut di atas,

selanjutnya dikembangkan dengan pendekatan model “the top down

approach” dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1.

9.

Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana

tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.

. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber daya yang

memadai

. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan

. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu

hubungan timbale balik yang kondusif

. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata

rantai penghubungnya

- Hubungan saling ketergantunga harus kecil
. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan

. Tugas-tugas terperinci dan disimpulkan dalam urutan yan g tepat

Komunikasi dan koordinasi yang optimal

10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan dapat

menuntut dan mendapat kepututsan yang sempurna®
Van Horm dan Van Meter “akan  model policy

implementation process. Model tersebut memunculkan tipologi

3 Abdul Wahab, Evaluasi Kebijakan Publik (Malang : FIA-UNIBRAW Malang. 1997) hal 19
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kebijakan, yaitu: jumlah masing-masing perubahan yang akan

dihasilkan dan jangkauan ata lingkup kesepakatan terhadap tujuan

diantara pihak pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Terdapat sejumlah variable yang saling berkaitan yaitu :

1.

2.

Sumber-sumber kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan

Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana

Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan
pelaksanaan

Sikap para pelaksana

Lingkungan ekonomi, social, dan politik

Gambar II1
Model Proses Implementasi Kebijakan

Komunikasi antar organisasi
dan pelaksana kegiatan
A

el |

Ukuran Tujuan Ciri Badan Prestasi Sikap para
kebijakan Pelaksana Kerja pelaksana

|

A A

/

Sumber-Sumber
Kebijakan Lingkungan Ekonomi, Sosial

dan Politik

Sumber : Van Hom dan Van Meter
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Sumber-sumber kebijakan meiliki ukuran dan tujuan kebijakan
sehingga perlu dikomunikasikan antar organisasi terkait dan pelaksana
kegiatan. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik mempengaruhi ciri badan
pelaksana dan prestasi kerja. Ciri badan pelaksana dan komunikasi antar
organisasi terkait pelaksana kegiatan saling mempengaruhi dan turut
menentukan prestasi kerja dan sikap para pelasana. Sumber-sumber kebijakan
berpengaruh terhadap variable-variabel yang lain, termasuk prestasi kerja atau

sikap para pelaksana kebijakan.2

Implementasi Yang Efektif

Menurut parson agar implementasi efektif diperlukan 6 kondisi, yaitu :

I." Tujuan-tjuan dan konsisten, schinggga tujuan dapat menyajikan standart
evaluasi dan sumber-sumber yang legal.

2. Teori hubungan sebab akibat yang memadai, sehingga dapat memastikan
bahwa kebijkan tersebut memiliki suatu teori akurat tentang bagaimana
membawakan suatu perubahan.

3. Struktur implementasi yang disusun secara legal sehingga dapat
memperinggi  pemenuhan  dari  mereka yang bertugas dalam
mengimplementasikan kebijkan dan pemenuhan kelompok-kelompok

yang merupakan target kebijkan.

% Abdul Wahab, Evaluasi Kebijakan Publik (Malang : FIA-UNIBRAW Malang. 1997) hal 23
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4. Para pelaku implementasi yang sangat ahli mengaplikasikannya sendiri

untuk menggunakan kekuasaannya agar tujuan-tujuan kebijakan dapat

terealisasikan.

- Dukungan kelompok yang berkepentingan dan pihak yang berkuasa di

legislative dan ekskutif,
Perubahan dalam kondisi social ekonomi yang tidak mengurangi
dukungan kelompok dan pihak yang berkuasa atau tidak berdampak pada

mekanisme hubungan yang mendukung implementasi kebijakan,?’

K. Implementasi Yang Sukses

Implementasi yang sukses membutuhkan suatu system kerja yang baik.

System implementasi yang suskes melibatkan 4 tipe kontrol, yaitu :

1.

Koordinasi melampaui waktu, artinya mekanisme dilakukan tidak hanya
terikat pada jam kerja melainkan koordinasi secara optimal dan informal.
Koordinasi pada waktu-waktu tertentu, artinya kontrol perlu terjadwal dan
diketahui kedua belah pihak secara terkoordinasi.
Logistik mendetail dan penjadwalan, artinya unsur pendukng proses
control harus tersedia secara memadai dan tepat guna.
Pertambahan dalam batas-batas structural, artinya kewenangan tugas dan
tanggung jawab pada setiap unsur organisasi harus jelas sehingga
mekanisme control mudah diterapkan.

Karena itu untuk suksesnya implementasi kebijakan, diperlukan

suatu pendekatan system yang menckankan pada pencapaian tingkat-

7 Ibid 17
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tingkat kerjasama yang baik, focus pada pentingnya kerja tim serta

kejelasan tujuan, struktur, dukungan secara teoritis dan pelaksanaannyi
) d 3

L. Penelitian Terdahulu A
1. Yosita Mayka Kusumawati (2008)
Penelitian ini berjudul: Keefektifan Implementasi Program Raskin
di Keluruhan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  sampai  sejauh mana
implementasi kebijakan raskin bagi masyarakat. Metode penelitian adalah
metode analisis kualitatif
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan
oleh penulis adalah sama-sama memfokuskan  penelitian pada
Implementasi Kebijakan. Hanya saja untuk lokasi penelitian, Yosita
Mayka Kusumawati berada dari kecamatan hingga kecamatan.
2. S.Manullang,SH (20006)
enelitian ini berjudul: Implementasi Kebijakan Pengembangan
Wisata Bahari di Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui sampai sejauh mana implementasi kebijakan kepariwisataan,
khususnya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Kepariwisataan. Metode penelitian adalah metode analisis kualitatif
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan

oleh penulis adalah sama-sama memfokuskan  penelitian pada

*® Abdul Wahab, Evaluasi Kebijakan Publik (Malang : FIA-UNIBRAW Malang. 1997) hal 16
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Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun

2003 tentang Kepariwisataan. H

Manullang menjadikan Dinas kebuday

Tabel I
Peneclitian Terdahulu

aan dan Pariwisata

Penelitian

r—’_Nama, Judul » Metode
No Fokus Penelitian
Penelitian Penelitian
Yosita Mayka Terfokus pada Metode yang
Kusumawati lokasi-lokasi tempat [digunakan:
(2008) distribusi atau * Deskriptif
Judul penelitian: penyaluran Raskin analitis serta | kecamatan
Keefektifan bagi masyarakat cksplanatif
Implementasi dengan kota Surabaya
Program Raskin menggunakan
di Keluruhan pendekatan
Wonokusumo yuridis
kecamatan sosiologis
semampir kota Sampel
Surabaya penelitian
sebanyak 40
orang dengan
variable
penelitian

mandiri atay

bebas

|Penelitian di | Pelaksanaan
Keluruhan

Wonokusumo

semampir

anya saja untuk lokasi penelitian, S

Temuan / Hasil

kebijakan
pariwisata

terkesan tidak

sesuai dengan
rencana
Perumusan
kebijakan
tentang raskin
kurang
sosialisasi
Pelaksanaan

kebijakan

Raskin belum
sesuai dengan

petunjuk dan

pelaksanaannya

Evaluasi
kebijakan belum
mampu

memberikan

hasil yang baik
terhadap

pelaksanaan

yang terjadi
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2. |S.Mantillang, SH |Fokus penelitian Metode Di dinas * Proses
(20006) implementasi penelitian; kebudayaan implementasi
Judul Penelitian: |kebijakan dengan ¢ Metode dan kebijakan
Implementasi Menentukan analisis pariwisata kepariwisataan
Kebijakan variable- kualitatif kota Surabaya| dalam
Pengembangan variabelnya dan e Data di dan dinas pengembangan
Wisata Bahari di |Mengoperasional- analisis yang terkait wisata bahari di
Kota Surabaya |kan dengan dengan dengan kota Surabaya
indikator-indikator menggunakan kepériwisa- secara umum
untuk menjaring Miles dan taan telah berjalan
informasi yang Hubermati sesuai prosedur,
dibutuhkan dalam (1984 :23) tetapi masih
menjawab banyak
permasalahan mengalami
yang diangkat hambatan di
sekaligus scbagai lapangan
upaya pngukuran sehingga
atas fenomena pelaksanaan
yang ada. belum optimal
dan pencapaian
tujuan kebijakan
masih jauh dari
yang
diharapkan.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian S. Manullang, SH (2006) dan Yosita Mayka
Kusumawati (2008) adalah seperti pada tabel berikut ini :




S. Manullang,

Tabel I1
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Persamaan dan Perbedaan Penelitian

SH (2006) dan Yosita Mayka Kusumawati (2008)

S. Manullang, SH (20006)

Yosita Mayka Kusumawatj (2008)

Persamaan Mengkaji Implementasi Kebijakan

Mengkaji Implementas; Kebijakan

Perbedaan |1.
2.

Impelmentasi Kebijakan
Metode penelitian adalah
metode analisis kualitatif
Data dianalisis dengan _
mengemukakan oleh Miles
dan Huberman (1984:23)

1.
2.

3.

Evaluasi kebijakan

Bersifat deskniptif analitis serta
eksplanatif dengan
menggunakan pendekatan
yuridis sosiologis

Sampel penelitian sebanyak 40
orang dengan variabel penelitian
mandiri atau bebas,

Lokasi penelitian adalah dj kel.

Wonokusumo Kec, Semampir

Sumber: diolah oleh penulis




